BAB1
RUANG LINGKUP WADIAH

A. Pengertian Wadiah

Wadi'ah termasuk kegiatan yang di dalam menjalani
kehidupan sehari-hari pasti pernah dilakukan oleh setiap orang
untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhannya. Dalam
berkehidupan bisnis dan ekonomi, tanpa disadari seseorang
rupanya sangat sulit untuk lepas dari kegiatan titip-menitip
sesuatu ataupun barang kepada orang lain. Kegiatan praktik
ekonomi syariah saat ini, akad Wadi'ah paling tidak digunakan
dalam produk-produk seperti penitipan uang dalam bentuk giro,
tabungan, SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), pasar uang
antar bank syariah, dan lain-lain. Wadiah menjadi akad alternatif
dalam produk-produk perbankan syariah sampai saat ini.

Akad Wadiah adalah amanah, kepercayaan yang diserahkan
seseorang kepada orang yang dipercaya mampu menjaganya.
Dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, akad Wadiah seringkali
terjadi dan dilakukan oleh siapapun yang tidak mampu menjaga
harta kekayaannya dengan dirinya sendiri. Begitu juga mereka
yang sering melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jauh dan
meninggalkan tempat tinggalnya sehingga dia pun membutuhkan
orang lain untuk menjaga harta atau kekayaannya tersebut.

Pengertian Wadiah Wadiah dari segi bahasa sebenarnya
bermakna barang yang dititipkan, sedangkan akad menitipkan
barang itu disebut i'da’ (menitipkan).! Oleh sebab itu, sebagian
literatur Fikih menyebut akad ini dengan nama bab al-i'da’
(menitipkan). Meskipun demikian, akad ini lebih sering digunakan
dengan nama Wadi'ah (titipan). Dalam pengertiannya secara
bahasa wadiah adalah barang yang ditinggalkan di tempat orang
lain untuk dijaga. Namun, wadi'ah dalam penggunaan ahli Fikih
dapat dipahami sebagai akad wadiah dan juga sebagai barang
yang dititipkan. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa istilah
i'da’lebih tepat jika yang dimaksud adalah akad atau transaksinya,
sedangkan wadiah adalah objek atau barang yang dititipkan.

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke
pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga
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dan kapan saja si penyimpan menghindarinya.? Tujuan dari
perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu
dari kemusnahan, kehilangan, kecurian dan lainnya. Yang
dimaksud dengan "barang" disini adalah suatu harga yang
berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain
yang berharga di sisi Islam.

Akuntansi wadiah dalam hal ini pecatatan transaksi akad
wadiah untuk melaporkan data transaksi keuangan dalam
perusahaan. Sedangkan untuk contoh lembaga yang menerapkan
transaksi wadiah yaitu usaha penitipan sepeda motor, bank
syariah, pegadaian syariah dan baitul maal wa tamwil.

Terdapat sejumlah defenisi yang dikemukakan oleh para ahli
Fikih. Di kalangan madzhab Hanafi, akad wadiah adalah
memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjaga harta atau
kekayaannya baik secara terang-terangan maupun secara implisit.
Madhzab Syafii dan Maliki memberikan defenisi wadiah adalah
akad mewakilkan kepada orang lain untuk menjaga harta atau
benda yang dimiliki menjadi privasinya yang menjadi privasi
seseorang dalam pengertian madzhab Syafi'i ini maksudnya
adalah benda yang bukan termasuk dalam kriteria harta (al-mal)
namun bernilai, seperti anjing yang najis, minuman keras yang
akan diolah menjadi cukak dan sejenis lainnya. Sedangkan
madzhab Hambali memberikan penegasan bahwa wadiah itu akad
yang tidak menggunakan alat tukar (tanpa kompensasi) bagi
penerima titipan. Dengan kata lain, akad ini harusnya murni akad
tabarru' yang semata dalam rangka tolong menolong.

Terkait akad ini, terdapat istilah lain yang perlu dijelaskan
disini, yaitu: mudi' atau mustaudi’ yang artinya adalah orang yang
menitipkan harta atau barangnya, muda’ atau mustauda’, artinya
orang yang menerima barang atau harta titipan, namun kata
muda' dan mustauda' juga dapat diartikan sebagai barang yang
dititipkan, sama dengan istilah wadi'ah (barang titipan) itu
sendiri.

Beberapa akad datam Fikih muamalah yang memiliki
kemiripan dengan akad wadiah adalah akad i'arah (pinjaman) dan
luqathah. l'arah adalah peminjaman barang oleh pemiliknya
kepada orang lain dengan kewenangan untuk menggunakan
sekaligus menjaganya. Wadiah dan i’‘arah memiliki kesamaan
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dalam segi keduanya adalah akad yang dibangun atas kepercayaan
pemilik barang kepada penerima barang, namun dalam wadiah
penerima barang tidak mendapatkan hak untuk mempergunakan
atau memanfaatkan barang tersebut sementara dalam akad i'arah
penerima barang berhak mempergunakannya. Sedangkan yang
dimaksud dalam pengertian [uqathah adalah barang yang
ditemukan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya jika
memang ditemukan pemiliknya. Keduanya memiliki bahwa
barang luqathah adalah amanah yang harus dijaga selama satu
tahun sejak diumumkan kemudian barang itu baru bisa menjadi
miliknya, namun kalau dalam wadi'ah barang tidak bisa menjadi
milik penerima titipan meskipun sudah bertahun-tahun dititipkan
kepadanya.

Wadiah merupakan akad jaiz, tidak lazim. Maka dari itu
untuk kedua belah pihak yang dalam berakad atau salah satu dari
keduanya diperbolehkan membatalkannya kapan saja mau, tanpa
harus ada keridhoan dan izin salah satu pihak. Batal karena sebab
keduanya atau salah satu pihak gila atau mati. Wadiah ialah akad
amanah, Maka dari itu titipan yang diterima oleh yang menerima
amanah merupakan amanah, ia tidak memiliki tanggung jawab
atas kerusakan yang didapat titipan tersebut kecuali jika karena
disengaja atau kelalaian. Dalam hal ini karena wadiah merupakan
ihsan dan kebaikan, jika ia harus menanggungnya walaupun
bukan karena kelalaian dan tidak disengaja maka tidak akan ada
orang yang menerima wadiah dan ini akan memadaratkan orang-
orang.?

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal
763 yang dimaksud dengan barang titipan (wadi’ah) adalah
barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar
menyimpannya dengan baik dan aman.*

Wadiah pada umumnya ialah amanah, yang menerima
amanat tidak memiliki tanggungan ganti rugi atas titipan kecuali
kalau ia lalai atau lupa dalam menjaganya, atau ia dengan sengaja
menghancurkannya atau menghilangkan. Berikut ini ialah macam-
macam kondisi yang sudah diterangkan oleh para fukaha yang
dimana wadiah berubah menjadi ganti rugi:

3 Atep Hendang Waluya, Hakikat al-Wadi’ah al-Mashrifiyyah, Journal of
Islamic Economics Lariba Vol. 3 No. 2, 2017, hal. 97
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Jika yang diberikan amanat menitipkannya kepada pihak
orang lain tanpa melalui izin pemiliknya atau udzur.

Ceroboh atau lalai dalam menjaga. apabila ia ceroboh atau
lalai menjaga lalu wadiah tersebut mengakibatkan hilang
atau rusak, sehingga ia harus berkewajiban ganti rugi.
Memanfaatkan dan Menggunakan. jika ia memanfaatkannya
dan menggunakannya dengan cara apa saja, kemudian
mengakibatkan hilang atau rusak, sehingga ia harus
menanggungnnya.

Safar atau melakukan perjalanan dengan membawa wadiah.
Ia tidak diperbolehkan safar dengan wadiah, kewajibannya
ialah untuk menjaganya. Didalam keadaan ini harusnya ia
menyerahkannya kepada wakilnya atau pemiliknya, apabila
tidak ada. Apabila tidak ada maka dititipkan kepada orang
yang terpercaya atau hakim.

Mengingkari wadiah tanpa adanya udzur. Apabila pemilik
memohon kembali wadiahnya, dan yang diberikan amanat
mengingkarinya dan  rusak, sehingga ia  harus
menanggungnya.

Menolak mengembalikan wadiah setelah diminta kembali
oleh pemiliknya.

Mencampur wadiah dengan harta lainnya. apabila
dicampurkan, tetapi dapat dibedakan seperti dirham dengan
dinar, atau mata uang Suriah dengan mata uang lainnya,
sehingga ia tidak menanggungnya karena mudah untuk
dibedakan. Adapun kalau sulit untuk membedakannya
seperti syair (sejenis gandum) dengan gandum, sehingga ia
harus menanggungnya.

Pihak yang diberi amanat menyalahi syarat yang telah
ditetapkan. Seperti ia diperintah untuk menyimpannya
ditempat A, tetapi ia menyimpannya ditempat B, selanjutnya
hilang sehingga ia harus menanggungnya.



B. Rukun Wadiah

Rukun merupakan suatu masalah yang penting dan harus
dilakukan, jika salah satu rukun tersebut tidak ada, maka akad
wadiah tersebut tidak akan sah. Di bawah ini terdapat rukun
wadiah yang harus dipenuhi untuk menjalankan sebuah
transaksi;®
1. Muwaddi "(orang yang menitipkan).
2. Wadii’ (orang yang dititipi barang).
3. Wadi'ah (barang yang dititipkan).
4. Shighat (ijab dan qabul).

C. Syarat Wadiah
Yang diartikan dengan syarat rukun di sini adalah
persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadi'ah. Dalam hal
ini, syarat itu mengikat kepada muwaddi', wadii', dan wadiah.®
Muwaddi'dan wadi' mempunyai persyaratan yang sama: balig,
berakal, dan dewasa. Wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu
harta yang berada dalam kekuasaan secara nyata.

No. | Rukun Syarat

1. | Wadiah Barang yang dititipkan adalah
haruslah berupa objek yang dapat
dipindah-kuasakan dari satu pihak
ke pihak lain. Dengan kata lain, orang
yang nitip dan menerima titipan
diperbolehkan secara syar'i untuk
menjalankannya sendiri.

2. Muwaddi’ Disyaratkan orang yang menitipkan
harus mempunyai akal sehat dan
sempurna, baligh (wadiah tidak sah
apabila dilaksanakan oleh anak yang
belum baligh).

3. | Wadii’ Berakal, baligh, malikiyyah
mensyaratkan orang yang dititipi harus
orang yang diduga kuat mampu menjaga
barang yang dititipkan kepadanya.

5 M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
2000), hal. 200
6 Ibid, hal. 200.



4, Sighat Syarat sighat adalah ijab yang harus
dinyatakan  dengan ucapan atau
perbuatan. Ucapan bisa dengan tegas
dan bisa dengan kinayah atau sindiran.
Malikiyah menyatakan bahwa lafal
dengan kinayah harus disertakan
dengan niat.

Sumber: H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi
Syariah, (Malang: UB Press, 2019), hal 134.

D. Landasan Hukum Wadiah
Wadiah mempunyai landasan hukum, yang terdiri dari Al-Quran,
Al-Sunnah, maupun ijma’. Dasar hukumnya yaitu:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar
kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menganggu)
binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id,
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari
Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji,
maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian

7 Ibid, hal. 132.



(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat
aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
berat siksa-Nya.

Berdasarkan ayat dan terjemahan tersebut dapat
dimaknai  bahwa  tolong-menolonglah  kamu  dalam
mengerjakan kebajikan dan takwa dan meninggalkan
kemungkaran. Dan janganlah tolong-menolong kalian dalam
berbuat dosa dan pelanggaran kepada Allah dan menzalimi
manusia. Takutlah kamu kepada azab Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya kepada orang-orang yang
bermaksiat dan tidak bertaubat. Tolonglah jika ada yang
mempercayaimu untuk menjaga barang yang telah dititpkan
kepada kamu. Buang dan jauhkanlah rasa kemungkaran dan
berkhianat untuk menjaga barang tersebut. Didalam ayat ini
juga terdapat untuk takut kepada Allah SWT atas azabnya
apabila berbuat dosa dan melanggar larangan-larangannya dan
sungguh berat siksa-Nya.

2. Q.S.An-Nisa ayat 588
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

8 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah Di Lembaga
Keuangan dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 158
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pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Berdasarkan ayat dan terjemahan tersebut dapat dilihat
bahwa Allah telah memerintahkan orang-orang untuk
menunaikan amanah yang berbeda-beda yang dipercaya untuk
menyampaikannya kepada para pemilik hak, jadi janganlah
sampai melalaikan amanah-amanah itu. Dan Allah
memerintahkan orang-orang untuk menyelesaikan sebuah
perkara antara manusia dengan berdasarkan obyektif dan
keadilan, apabila kalian memutuskan permasalahan diantara
mereka. Dan itu merupakan sebaik-baik nasihat yang Allah
sampaikan dan berikan kepada kalian dan memberikan
petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar perkataan-perkataan kalian. Dalam prinsip wadiah
sangat diutamakan untuk menjaga amanah tersebut dan
mengembalikan amanah dengan baik.

3. Q.S.Al-Bagarah ayat 283?
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Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya
ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

% Ikit, Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah, (Yogyakarta:
Deepublish, 2015), hal. 66
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Berdasarkan ayat dan terjemahan tersebut dapat dilihat
bahwa diperbolehkan bermuamalah tanpa ada saksi-saksi
maupun pencatatan dokumentasi atas dasar firman
Allah,”Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai dengan
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya).’ tetapi dalam keadaan
yang seperti ini di butuhkan sifat takut dan ketakwaan kepada
Allah. Dikarenakan bila tidak seperti ini, maka pemilik hak
dalam posisi dapat merugi dalam haknya. Karena hal itu,
dalam keadaan seperti ini Allah memerintahkan orang yang
menanggung hak orang lain untuk menunaikan amanat yang
di tanggungnya dan bertagwa kepada Allah. Sifat dalam
menjalankan akad wadiah terdapat di ayat ini yaitu orang
dalam akad harus menjalankan amanahnya dengan baik dan
bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan dan
mempunyai sifat takut dan bertaqwa kepada Allah.

4. Al-Hadist

Di dalam riwayat hadits Rasulullah Saw juga ditemukan
sejumlah perintah untuk menyampaikan amanat, termasuk
amanat barang titipan (Wadiah).1® Misalkan riwayat Abu
Dawud, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:
"sampaikanlah amanat kepada orang yang telah
memberikannya  kepadamu dan janganlah  kalian
mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu
Dawud). Rasulullah Saw juga bersabda: "Barangsiapa yang
meringankan kesulitan dari orang mukmin satu saja, maka
Allah Swt akan meringankan kesempitan yang akan dia
hadapi kelak di hari kiamat" (HR. Bukhari). Kedua sabda
Rasulullah Saw ini mempunyai makna umum yang mencakup
amanah titipan juga. Bahkan lebih dari itu, menunaikan
amanah dalam ayat dan hadits tersebut jelas-jelas
diperintahkan sehingga hukumnya tidak hanya boleh (jaiz)
melainkan lebih disukai (sunnat atau mandub).

Adapun hikmah yang disyariatkannya wadi’ah seperti apa
yang diucapkan oleh Muhammad Ibrahim ialah terkadang
menimpa kepada pemilik harta keadaan yang dimana ia tidak
bisa untuk menjaga hartanya, terkadang karena lemah, tidak
mempunyai tempat, tidak aman atau sakit dan ada pihak lain

10 Pudjihardjo dan Mubhith, Fikih Muamalah Ekonomi........, hal. 133.
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yang mampu dan sangggup untuk menjaga hartanya. Maka
karena hal itu Allah Yang Maha Rahman Maha Rahim
membolehkan wadiah sebagai salah satu bentuk menjaga
harta dan agar orang yang menerima titipan mendapatkan
pahala dari Allah Yang Maha Rahman Maha Rahim.1!

5. [jma’

[jma’ para ulama Islam semenjak zaman Rasulullah Saw
sampai sekarang dalam memperbolehkan akad Wadiah
(titipan) ini.l?2 Para ulama yang hidup bersama masyarakat
manapun tidak ada yang melarang atau mengharamkan akad
Wadiah ini. Bahkan para ahli ulama yang memerhatikan
kondisi dan keadaan umatnya pasti akan melihat bahwa akad
Wadiah ini merupakan sebuah kebutuhan bagi mereka secara
umum. Berdasarkan realita tersebut dapat ditolak bahwa
akad Wadiah adalah kebutuhan umum, bahkan bisa menjadi
kebutuhan yang darurat. Oleh sebab itu, hukum
kebolehannya juga karena merupakan kebutuhan yang
darurat bagi manusia dalam kehidupan sosial ekonominya.

Hukum dalam menerima barang titipan atau wadi’ah terdapat 4

(empat), ialah : 13

1. Sunnah, ialah untuk orang yang percaya kepada dirinya
bahwa ia akan mampu menjaganya dan memelihara,
menerimanya apabila diikuti dengan niat yang ikhlas dan
tulus kepada Allah.
Dianjurkan menerima wadii“ah, karena terdapat pahala yang
besar, berdasarkan pada hadits:

24l i 8 dall S G il gse AL
“Dan Allah akan menolong seorang hamba, jika hamba itu
mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

2. Wajib, ialah jika sudah tidak ada lagi orang yang bisa
dipercayai, kecuali hanya ia orang satu-satunya

11'Waluya, Hakikat al-Wadi’ah al-Mashrifiyyah......, hal. 96
12 pudjihardjo dan Mubhith, Fikih Muamalah Ekonomi........, hal. 133.
13 Desminar, Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqgih Muamalah, Jurnal
Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol. 13 No. 3, 2019, hal. 30
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3. Haram, jika ia tidak sanggup atau tidak mampu menjaganya
sebagaimana mestinya, karena seperti ia mendiamkan pintu
hilangnya atau kerusakan barang titipan

4. Makruh, menitipkan kepada orang yang dapat menjaganya
namun dia tidak mempercayai pada dirinya, dan bahkan
dikhawatirkan pada kemudian hari ia akan berkhianat
terhadap barang titipan tersebut.

E. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang Wadiah

Pasca diundangkannya undang-undang nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan, kegiatan dan aktivitas pengembangan
ekomnomi syariah semakin meningkat. Hal itu kemudian diikuti
pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berasaskan
prinsip syariah, termasuk mendorong pendirian beberapa
Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Perkembangan pesat Lembaga
Keuangan Syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip
syariah.14

Terdapat dua landasan hukum Fatwa Dewan Syariah
Nasional tentang Wadiah karena dapat dapat diaplikasikan dalam
perbankan syariah dalam bentuk produk tabungan dan giro.15
Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau
Investasi dana yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan
ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan
dengan itu.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor
02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan adalah simpanan dana yang
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat
tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan
cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan
itu.

Sedangkan giro menurut Fatwa DSN No. 01/DSN-
MUI/IV/2000, adalah sebagai simpanan dana yang penarikannya

14 Panji adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Amzah, 2018),
hal. 160

15 [kit, Akuntansi Penghimpunan Dana......... hal. 68
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dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro,
sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah-
bukuan.

Adapun kententuan umum dalam Fatwa MUI mengenai
Tabungan dan Giro berdasarkan Akad Wadiah di antaranya
adalah:

1. Bersifat simpanan saja.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (On Call) atau berdasarkan
kesepakatan.

3. Tidak ada ketidakseimbangan yang disyaratkan kecuali dalam
bentuk pemberiaan (athaya) yang bersifat suka rela dari
pihak manajemen bank.

Penjagaan dan Penyimpanan Wadiah

Secara hukum Fikih, barang Wadiah harus dijaga oleh
penerimanya yang telah menyetujui untuk menjaganya sebagai
amanah untuk dijaga. Ketika akad Wadiah telah sah, maka itu
artinya penerima titipan telah menerima syarat yang dibuatnya
bersama pemilik barang, sehingga dia berkewajiban untuk
menjaga amanat titipan tersebut.

Adapun ketentuannya dalam menjaga barang Wadiah, maka
penjagaan itu harus dilakukan dengan baik di tempat yang
seharusnya sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri.
Ketentuan yang menjadi acuan dalam "menjaga sebagaimana
menjaga harta kekayaan sendiri"” ini ada kalanya dilakukan sendiri
atau dilakukan orang lain dari keluarganya. Penerima titipan juga
diperkenankan untuk menitipkan barang yang telah diterimanya
itu kepada pihak lain seperti mitra kerjanya yang sudah dipercaya
asalkan bila ada kerusakan pada barang titipan maka penerima
titipan berkewajiban untuk menggantinya atau memberikan ganti
rugi. Kewajiban ganti rugi ini jika memang pemilik barang tidak
mengetahui atau tidak mengizinkan pemindahan barang miliknya
tersebut kepada orang lain yang sudah dia kenal.

Larangan untuk memindahkan barang titipan kepada orang
lain itu karena sifat amanah seseorang dengan orang lain
sangatlah berbeda kadarnya, ada orang yang sangat komitment
menjalankan amanah yang telah diterima namun juga ada yang
asal-asalan saja dalam menerima amanah. Dalam kondisi darurat
atau dibutuhkan, penerima titipan diperbolehkan untuk
memindahkan barang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan
pemilik barang seperti menyelamatkan barang itu dari kebakaran
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yang menimpa rumah penerima titipan misalnya sehingga barang
titipan langsung dititipkan kepada pihak lain yang rumahnya
masih selamat. Bahkan, jika memang menjaga barang itu tidak
ada cara lain kecuali dipindahkan ke tangan pihak lain, maka
barang titipan itu harus dipindahkan kepada pihak lain sebagai
usaha atau wupaya perenima titipan dalam menjaga dari
kerusakan?®

Perbedaan pendapat para Ulama tentang bagaimana cara
penjagaan titipan. Ulama Madhab Hambali dan Hanafi menyatakan
bahwa seseorang yang akan dititipi baiknya menjaga titipan itu
seperti ia menjaga harta milik sendiri yaitu penjagaannya yang
sama seperti ketika ia menjaga barangnya sendiri dan dia
menjaganya di tempat yang berkualitas.

Selanjutnya menurut Ulama Madzab Hanafi, menjaga titipan
dengan cara bantuan dari orang lain yang tidak masuk menjadi
tanggungannya, namun terkadang orang itu menjaga harta orang
yang dititipi ditempatnya diperbolehkan. Ulama Madzab Maliki
menyatakan bahwa orang yang seperti anak, istri, dan seorang
yang ia sewa yang sudah biasa untuk menjaga hartanya boleh
dititipi menjaga barang titipan di tempat orang-orang yang
menjaga amanahnya.

Sedangkan menurut Madzab Syafii menyatakan bahwa
seseorang yang dititipi barang titipan yang ada pada dirinya harus
menjaganya sendiri. Orang penerima titipan tidak boleh
melakukan penjagaanya di tempat anak ataupun istrinya tanpa
melalui izin orang yang menitipkan barang. Didalam konteks ini
penjagaan  terhadap barang orang yang menitipkan
mengharapkan dari orang yang menerima titipan di akad tidak
dari orang lain.1”

Rasulullah shallallahu, alaihi wa sallam bersabda,

@J}& :'}:q ° 4w /Yj 3!’./1.‘1‘ C):Q ‘;;\ g\ju;\y‘ ;i

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan
kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang

!¢ Pudjihardjo dan Mubhith, Fikih Muamalah Ekonomi........, hal. 135
17 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 560
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mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan
oleh Syaikh Al Albani dalam Al I[rwaa" 5/381).18

Orang yang merasa sanggup dan mampu menerima barang
titipan merupakan sangat baik dan berisi nilai ibadah yang bisa
mendapatkan pahala disamping mempunyai nilai sosial yang
tinggi, tetapi agar titipan tersebut tidak akan menyebabkan
masalah pada kemudian hari, sehingga disyaratkan:

1. Barang titipan tersebut tidak membeban beratkan dirinya
ataupun keluarganya.

2. Tidak membebankan biaya pemeliharaan

3. Apabila telah sampai pada waktunya untuk diambil atau
disampaikan kepada yang berhak.

Sedangkan penyimpanan pada wadiah dalam KHES (Kitab
Hukum Ekonomi Syariah) dijelaskan beberapa pasal yang
membahas pemeliharaan dan penyimpanan obyek wadiah
diantaranya adalah, pemeliharaan dan penyimpanan obyek
wadiah yang ada didalam pasal 415 KHES mengenai perawatan
dan penyimpanan obyek wadiah dijelaskan, boleh meminta pihak
lain yang dipercaya untuk menyimpan obyek wadiah oleh
mustauda’ atau orang yang menerima titipan. Terdapat pasal 416
KHES ini mengenai perawatan dan penyimpanan obyek wadiah
dijelaskan tentang penyimpan obyek wadiah di tempat yang layak
dan pantas oleh mustauda’ atau orang yang menerima titipan.1®

Pasal 417 KHES mengenai perawatan dan penyimpanan
obyek wadiah menjelaskan, apabila obyek wadiah tidak dapat
dibagi-bagi dan mustauda’ atau orang yang menerima titipan
terdiri dari beberapa pihak dan maka diantara mereka ada salah
satu pihak bisa menyimpannya secara bergiliran atau
menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang
lain.

Pasal 418 KHES mengenai perawatan dan penyimpanan
obyek wadiah dapat dijelaskan,

1. Jika masing-masing muwaddi’ atau orang yang menitipakan
bisa membagi-bagi obyek wadiah sama dapatnya maka setiap

18 Desminar, Akad Wadiah Dalam Perspektif Figih Muamalah, Jurnal
Penelitian dan Kajian [lmiah Vol. 13 No. 3, 2019, hal. 28

19 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHIMM),
KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2009), hal. 113
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pihak menyimpan bagiannya apabila dengan obyek wadiah
dapat dipisah-pisah.

Dilarang untuk memberikan bagiannya yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa melalui izin dari
muwaddi’ atau orang yang menitipkan dalam setiap pihak
yang menyimpan bagiannya dari obyek wadiah sebagaimana
dengan ayat pertama.

Pasal 419 KHES mengenai perawatan dan penyimpanan

obyek wadiah menjelaskan,

1.

Mustauda’ atau orang yang menerima titipan tetap wajib
menyimpan obyek wadiah sampai dibuktikan dan diketahui
bahwa muwaddi’ atau orang yang menitipkan sudah tidak ada
apabila muwaddi’ atau orang yang menitipkan tidak diketahui
keberadaannya.

Diperbolehkan memindahtangankan obyek  wadiah
sebagaimana dalam ayat pertama setelah mendapat
persetujuan dari pengadilan untuk Mustauda’ atau orang yang
menerima titipan.

Pasal 420 KHES mengenai perawatan dan penyimpanan

obyek wadiah menerangkan,

1.

Mustauda’ berhak menjual barang titipan, dan hasil penjualan
disimpan berdasarkan amanah apabila obyek wadiah
termasuk harta yang rusak bila disimpan lama.

Mustauda’ tidak wajib mengganti kerugian kalau harta yang
dimaksud pada ayat pertama tidak rusak dan dijual.

Pasal 421 KHES mengenai perawatan dan penyimpanan

obyek wadiah menerangkan,

1.

Muwaddi’ atau orang yang menitipkan harus bertanggung
jawab untuk biaya kalau obyek wadiah memerlukan biaya
perawatan dan pemeliharaan.

Mustauda’ atau seorang yang menerima titipan dapat
meminta ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian yang
baik agar kepentingan muwaddi’ atau orang yang menitipkan
apabila muwaddi’ atau orang yang menitipkan tidak diketahui
keberadaannya.

Pasal 422 KHES mengenai perawatan dan penyimpanan

obyek wadiah menerangkan,

1.

Mencampur obyek wadiah dengan harta lainnya yang serupa
maka tidak dapat dibedakan tanpa melalui izin muwaddi’ atau
orang yang menitipkan oleh mustauda’ atau orang yang
menerima titipan.
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Percampuran tidak termasuk pertanggung jawaban mustauda’
atau orang yang terima titipan apabila obyek wadiah
bercampur dengan harta lain tanpa sengaja, sehingga tidak
dapat dibedakan antara satu dengan lainnya.

Selanjutnya pada pasal 423 KHES mengenai perawatan dan

penyimpanan obyek wadiah menjelaskan, terhadap mustauda’
atau orang yang menerima titipan dilarang untuk memindah
obyek wadiah kepada pihak lain tanpa melalui izin muwaddi’ atau
orang yang menitipkan.

G. Berakhirnya Akad Wadiah

Akad wadiah bisa berakhir jika melakukan beberapa hal

berikut:20

1.

Barang dikembalikan kepada pemiliknya atau barang titipan
diambil. Akad wadiah adalah akad tidak mengikat yang
berhenti dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya,
atau dengan diserahkannya oleh orang yang dititipi kepada
pemiliknya, apabila pemilik barang mengambil barang yang
dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkan kepada
pemiliknya.

Kematian orang yang dititipi barang titipan atau orang yang
menitipkan. Akad berlangsung diantara dua pihak yang
melaksanakan akad, akad wadiah ini bisa berakhir jika
kematian salah satu pihak pelaku akad.

Tidak sadarnya atau gilanya salah satu pihak pelaku akad.
Apabila hilangnya kecakapan untuk membelanjakan hartanya
akan mengakibatkan berakhirnya akad wadiah.

Dilarang mahjur membelanjakan harta karena kedunguan
orang yang dititipi, atau bangkrut yang dimana orang yang
dititipi dilarang membelanjakan harta. Dalam hal ini untuk
menjaga kemaslahatan kedua pihak.

Kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain
berpindah. Apabila berpindahnya kepemilikan benda yang
dititipkan kepada orang lain, baik dengan hibah, jual beli
maupun yang lain akad wadiah ini dapat berakhir.

20 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu....... hal. 572
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H. Manfaat dan Resiko Wadiah

1.

Manfaat

a. Bagi penitip
Manfaat wadiah bagi penitip adalah agar terciptanya rasa
saling percaya antara mereka, barang yang dititipkan bisa
saja bermanfaat untuk keamanan barang itu sendiri dari
hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Bagiorang yang menerima titipan
Manfaat wadiah bagi orang yang menerima titipan adalah
dapat membantu orang yang membutuhkan menitipkan
barangnya, kemudian dapat membuat orang itu percaya
kepada orang yang dititipkannya, karena dapat menjaga
barangnya dengan baik.

Resiko

Dalam berakad wadiah juga dapat mendapatkan resiko jika

tidak amanah untuk menjaga barang titipan. Penerima titipan

harus mengganti barang yang dititipkan dan menimbulkan

rasa tidak percaya diantara dua pihak.
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